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NURSYAMSI USMAN, B111 13 061, Eksistensi Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 dalam Proses 
Peninjauan Kembali. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmad Ruslan., 
selaku pembimbing I dan Dr. Anshori Ilyas, selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari SEMA 
No.7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali dalam sistem hukum di 
Indonesia. Untuk mengetahui keberlakuan dari SEMA No.7 Tahun 2014 
dalam proses Peninjauan Kembali. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 
dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library 
research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD 
1945, berbagai peraturan perundang-undangan, surat edaran, putusan, 
dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel karya ilmiah, 
jurnal, media cetak, majalah dan website), serta data tersier, dalam hal ini 
dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah 
dengan metode analisis kualitatif secara deduktif. 
Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama Kedudukan SEMA dalam 
tata peraturan hukum di Indonesia tidak termasuk dalam peraturan 
perundang-undangan melainkan hanya merupakan suatu peraturan 
kebijakan (bleidsregel) karena berdasarkan syarat suatu peraturan 
perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 
Tahun 2011 SEMA tidak memuat unsur “mengikat secara umum” yang 
dimana SEMA adalah surat edaran berupa surat resmi yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung yang diedarkan secara tertulis dan diberikan atau 
ditujukan kepada lingkungan internal Mahkamah Agung. KEDUA 
Keberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan 
melainkan peraturan kebijakan (beleidsregel). Jika dibandingkan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki daya ikat karena putusannya 
bersifat final dan  binding yang kewenangannya menguji undang-undang 
terhadap UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa putusan MK itu 
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, dapat 
dikatakan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 berada di bawah putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan keberlakuannya tidak 
mengikat secara hukum. Oleh karena itu, seharusnya SEMA tidak boleh 
bertentangan dengan Putusan MK dan Mahkamah Agung dalam membuat 
keputusannya mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali 
harusnya berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Bab XVIII bagian kedua dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 
Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang 
dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu 
kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai 
kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak 
diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan 
kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi 
Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu 
berupa putusan yang menyatakan terdakwa (orang yang dituntut dalam 
persidangan) bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Upaya hukum 
luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu 
persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan 
Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, 
kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh 
untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu 
perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan 
berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi 
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Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat 
kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun 
terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan tentang 
peninjauan kembali (PK) yang tertuang pada pasal 263 sampai dengan 
pasal 269. Dalam pasal-pasal tersebut secara umum mengatur tentang 
peninjaun kembali (PK), salah satu aturan tersebut terdapat pada pasal 
268 ayat (3) berbunyi “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan 
hanya dapat dilakukan satu kali saja”.  
Terhadap pasal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 
putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang didalam amar putusannya berisi 
bahwa pasal 268 ayat (3) UU No 8 tahun 1981 bertentangan dengan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan di sisi lain Mahkamah 
Agung, pada tanggal 31 Desember 2014 mengeluarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini dalam 
poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan 
permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya 
dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan 
lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek 
yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai 
dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan 
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Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 
Nomor 7 Tahun 2014 dinyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan 
PK dalam pasal 268 Ayat (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK 
di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung.Terkait pendapat MA ini, Hamdan Zoelva 
menyatakan bahwa MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang 
berada pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. 
Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana.1 
Penerbitan Surat Edaran tidak boleh bertentangan, menyimpangi 
ataupun mengubah suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan 
tetapi surat edaran merupakan kebijakan suatu pejabat tata usaha negara 
yang berfungsi sebagai bagian operasional dalam menjalankan atau 
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.2 
SEMA No 7 Tahun 2014 ini pada dasarnya lahir sebagai tanggapan 
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tanggal 6 
Maret 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “yang mengatur tentang 
                                                          
1Muhammad Tanziel Aziezi, MA dinilai Membangkang Konstitusi, diakses pada 
http://www.koran.sindo.com, dikutip dari http://digilib.uin-
suka.ac.id/16799/1/11370024_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.PDF 
2 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta,RajaGrafindo Persada, Hlm. 
183. 
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Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia 
(UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 
sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, Peninjauan Kembali 
dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa 
batasan.Selain itu juga adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan 
oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK 
dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba 
tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi 
terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda 
eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda 
eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.3 
Diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 ini telah menegaskan 
sikap dan pendirian MA beserta jajaran pengadilan (pidana) di bawahnya, 
yaitu bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana 
dibatasi hanya satu kali saja. Nampaknya, MA berpegangan pada asas 
kepastian hukum (rechtzakerheid) dan asas bahwa setiap perkara harus 
ada akhirnya ( litis finiri oportet).4 Dengan adanya Surat Edaran 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang bertugas 
untuk mengawasi agar jalannya peradilan dilakukan secara seksama dan 
                                                          
3Muhammad Tanziel Aziezi, SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran yang Benar-Benar 
Kurang Benar, diakses dari https://kanggurumalas.com/2015/01/27/sema-72014-
sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar/pada tanggal 21 Maret 2017 
Pukul 22.35 
4Albert Aries, “Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014”, diakses pada 




penerapan hukum dilakukan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung 
sebaiknya memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk-petunjuk 
kepada pengadilan-pengadilan bawahannya dalam pelaksanaan tugas 
peradilannya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kedudukan dari SEMA No.7 Tahun 2014 tentang 
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam sistem hukum 
di Indonesia? 
2. Bagaimanakah keberlakuan dari SEMA No.7 Tahun 2014 dalam 
proses Peninjauan Kembali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kedudukan dari SEMA No.7 Tahun 2014 tentang 
Peninjauan Kembali dalam sistem hukum di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui keberlakuan dari SEMA No.7 Tahun 2014 dalam 
proses Peninjauan Kembali 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 
perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum 
Tata Negara terkait Eksistensi SEMA No.7 Tahun 2014 terhadap proses 
Peninjauan Kembali. 
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2. Kegunaan Praktis 
a. Hasil peneltian ini dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran bagi pemerhati Hukum Tata Negara serta dapat 
meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di 
bidang Ilmu Hukum. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, 
baik di perpustakan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau pun 
pencarian melalui internet, ada beberapa karya ilmiah ditemukan 
kemiripan-kemiripan yang membahas mengenai Eksistensi Surat Edaran 
Mahkamah Agung, antara lain : 
1. Arini Nur Annisa, 2014, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah 
AgungTerhadap Hak Uji Materiil Surat Edaran Direktur Jenderal 
Mineral Batubara dan Panas Bumi No.03/E/31/DJB/2009 tentang 
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, skripsi tidak 
diterbitkan,Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat 
Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 
03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan 
Batubara serta pertimbangan hukum dalam memberikan putusan 
terhadap hak uji materiil Surat Edaran Direktorat Jendera Mineral, 
Batubara dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009  
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2. Icha Satriani, 2015, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, 
skripsi tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pembentukan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta membahas 
mengenai mekanisme pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA). 
 
F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang 
didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara 
meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya.5 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) yaitu, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 24 
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 
Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 
Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 
                                                          
5  Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, Hlm. 93. 
8 
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 34/PUU-XI/2013, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 
Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. 
3. Sumber Penelitian 
Untuk memecahakan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber 
penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah :6 
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat  
autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang 
terdiri atas : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 
Konstitusi 
e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 
Agung. 
f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, dan  
                                                          
6Ibid.,Hlm. 141. 
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g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 
2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan 
Kembali. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum  yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 
terdiri atas literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-
karya ilmiah, media internet, serta artikel-artikel yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
4. Analisis Bahan Hukum 
Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 
diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis secara 
mendalam sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum yang 
diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diharmonisasi 
secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori 
hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab 
persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini. 
10 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS  
PERMASALAHAN PERTAMA 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Mahkamah Agung 
Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi. Walaupun 
Mahkamah Agung bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, bukanlah 
berarti tidak ada kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Mahkamah 
Agung dan peradilan lainnya adalah lembaga negara yang bergerak di 
lapangan yang bersifat tekhnis-yuridis dari semua bidang hukum.7 
Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi dan mengawasi 
peradilan bawahan lainnya. Kepada Mahkamah Agung mungkin pula 
untuk diberikan wewenang menguji keserasian peraturan hukum, baik 
secara formal maupun materiil. 
Mengenai hak menguji atas peraturan hukum dari MA atau 
lembaga-lembaga negara lainnya sebenarnya UUD NRI 1945 tidak 
mengatur secara tegas. Dalam hal ini kita harus menafsirkan UUD NRI 
1945 secara keseluruhan, baik dari ketentuan-ketentuannya itu sendiri 
maupun dari sistem atau landasan yang dianut.   
a. Kedudukan Mahkamah Agung  
UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan 
                                                          
7 Hasan Zaini Z, 1985, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Penerbit 
Alumni, Hlm. 271 
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Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ialah pelaku kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata 
lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD NRI 1945) telah 
menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya 
kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman.8 
Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Agung dapat digambarkan 
sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan 
keadilan bagi orang ataupun subjek hukum lainnya.9 
UUD 1945 sebelum perubahan, menggariskan Mahkamah Agung 
sebagai satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman bersama-sama 
badan-badan peradilan lainnya, disamping sebagai pengadilan negara 
tertinggi. Namun setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945, Mahkamah 
Agung tidak lagi menjadi satu-satuya pelaksana kekuasaan kehakiman 
dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mahakamah Agung pada 
hakikatnya adalah ‘court of justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi 
adalah ‘court of law’. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk 
mewujudkan keadilan, sedangkan yang lainnya mengadili sistem hukum 
dan sistem keadilan itu sendiri. 
 
                                                          
8Titik Triwulan T dan Kompol Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha 
Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta, 
Kencana, Hlm. 83 
9Jimly Asshiddiqie, dikutip dari http;www.jimlyaschool.com/read/analisis/238/kedudukan-
mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/, diakses pada hari 
Jumat 16 Desember 2016, pukul 15.57 wita 
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b. Kewenangan Mahkamah Agung 
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 
3 Tahun 2009 menyatakan bahwa :10 
“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan 
mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 
Kewenangan MA juga diatur dalam  Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945, berdasarkan ketentuan tersebut MA mempunyai wewenang: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi;  
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang; dan  
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.11 
Adapun wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang 
antara lain:12 
a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 
peradilan di semua lingkungan perdilan dalam menjalankan 
kekuasaan kehakiman. 
b. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua 
lingkungan peradilan dalam enjalankan kekuasaan kehakiman. 
c. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersngkutan dengan 
teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. 
                                                          
10Lihat Pasal 28 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 
11Lihat Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
12 Titik Triwulan T, danIsmu Gunadi Widodo, Op.cit, Hlm. 86-88 
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d. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu 
kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. 
e. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa 
tentang kewenangan mengadili : 
1. Antara pengadilan Lingkungan Peradilan yang satu dan 
pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain; 
2. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum 
pengadilan tingkat banding yang berkaitan dri Lingkungan 
Peradilan yang sama; dan 
3. Antara dua pengdilan tingkat banding di lingkungan peradilan 
yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. 
f. Memutus dalam tingkat pertam dan terakhir semua sengketa yang 
timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh Kapal 
Perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. 
g. Memeriksa dan memutus permohonan PK pada tingkat pertama 
dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap beradasarkan alasan-alasan yang diatur 
dalam Bab IV Bagian Keepat UU No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 
h. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam 
permohonan grasi dan rehabilitasi. 
i. Melakukan pengawsan atas penasihat hukum dan notaris 
bersama-sama presiden. 
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j. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum bik 
diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain 
k. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada 
pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan  Pasal 25 UU No. 14 Tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
l. Memriksa keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara 
tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah.  
c. Produk Hukum Mahkamah Agung 
Untuk melihat produk-produk hukum Mahkamah Agung (MA), kita 
harus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan 
memberi kewenangan kepada MA. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 
NRI 1945 (UUD NRI 1945) mengatur MA berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 
yang diberikan undang-undang. 
Adapun produk hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:13 
1. Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk 
peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. 
                                                          
13 Henry P. Panggabean, Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, 
Fatwa, SK KMA), di akses pada 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-




2. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas 
permintaan lembaga negara.  
3. Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat 
keputusan (beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai 
satu hal tertentu.  
4. Surat Edaran MA atau SEMA adalah bentuk edaran pimpinan 
MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam 
penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. 
2.1.2 Peraturan Perundang-Undangan 
a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 
1. Pengertian Menurut Ilmu Hukum (Rechtswetenschap) 
Ilmu hukum (rechtwetenschap) membedakan antara undangundang 
dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formill. Dalam arti 
materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan 
pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 
mengikat secara umum. Jadi yang dimaksud dengan undang-undang 
dalam pengertian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang 
diakui dalam sistem hukum ketatanegaraan dan tidak hanya berupa 
undang-undang. 
Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan tertulis yang 
dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, yang bersifat atau 
mengikat secara umum. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, 
undang-undang dalam arti ini merupakan produk hukum yang dibuat 
bersama Presiden dan DPR. Jadi, yang dimaksud undang-undang dari 
16 
sudut pandang ini berupa undang-undang saja, bukan jenis peraturan 
perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden, Peraturan 
Pemerintah, dan sebagainya.14 
2. Menurut Bagir Manan 
Pengertian peraturan perundang-undangan sebagai setiap 
putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga 
dan atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi 
legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.15 
3. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 
Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan-undangan, menyebutkan bahwa: 
“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hokum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.”16 
 
b. Jenis Norma Hukum dan Karakteristik Peraturan Perundang-
Undangan 
Ada tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa 
disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama 
merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan 
keputusan hukum, yaitu :17 
                                                          
14Widodo Ekatjahjana, 2008, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar 
Dasar dan Teknik Penyusunannya, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,Hlm. 40 
15Bagir Manan dan Kunta Magnar, 1987, dikutip dari  Icha Satriani, 2015, Kedudukan 
Surat Edaran Mahkamah Agung, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar Hlm. 21 
16 Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011  
17Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Yarsif 
Watampone, Hlm. 1 
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1. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan 
(regeling). 
2. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan 
administrative (beschikking). 
3. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman 
(judgement) yang biasa disebut vonis 
Secara terminology, norma hukum mengandung 2 (dua) hal, 
yakni:18 
a. Patokan penilaian; dan 
b. Patokan tingkah laku. 
Patokan penilaian sebagaimana dimaksudkan merupakan hukum 
menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang 
dianggapnya baik dan yang tidak baik. Dari penilaian itu, kemudian 
dilahirkanlah petunuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan 
mana yang termasuk ke dalam kategori harus dijalankan dan yang harus 
ditinggalkan. Apabila hukum yang kita pahami diartikan sebagai sutau 
perintah, maka kita hanya berfokus pada kandungan norma hukum terkait 
patokan tingkah laku saja, dan bukan sebagai patokan penilaian. 
Menurut Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H, norma hukum yang 
masuk dalam kategori atau kualifikasi peraturan perundang-undangan 
adalah norma hukum yang memenuhi secara integral sembilan 
karakteristik dasar sebagai berikut ini :19 
                                                          
18 Ahmad Ruslan, 2011, Teori dan Panduan Prakatik Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia, Yogyakarta, Rangkang Education, Hlm 38  
19 Ibid, Hlm. 45 
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1. Mengatur perilaku para subjek hukum yang bersifat imperatif 
yakni, hak, kewajiban, kewenangan, tugas, fungsi, serta 
larangan yang berimplikasi pada ancaman sanksi (perdata 
dan/atau pidana dan/atau administratif) serta yang bersifat 
fakultatif yaitu yang bersifat kebolehan/menambah; 
2. Berlaku ke dalam dan ke luar dalam rangka pemenuhan hak 
asasi manusia; 
3. Bersifat mengikat (mengikat umum atau impersonal dari segi 
subjeknya); 
4. Objek yang diaturnya bersifat abstrak dan/atau konkrit; 
5. Melambagakan suatu tatanan nilai-nilai hukum tertentu yang 
bersifat intrinsik; 
6. Menentukan atau memastikan segi waktu keberlakuannya, yaitu 
bersifat terus-menerus atau untuk waktu tertentu saja tapi tidak 
einmaghlig; 
7. Menentukan atau memastikan segi tempat keberlakuannya, 
yaitu bersifat teritorialistik; 
8. Menentukan atau memastikan mekanisme atau prosedur 
pembentukannya sesuai dengan dasar pembentukannya yang 
di dalamnya memuat pila organ pelaksana/penegaknya; 
9. Menentukan dan memastikan dasar validitas pembentukannya 
dari norma hukum yang membentuknya (aspwk hierarkis) serta 
dana penegakannya. 
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Ke sembilan karakteristik di atas mutlak terpenuhi secara teoritis 
dalam suatu norma hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, karakteristik peraturan perundang-
undangan tersebut dapat menjadi dasar teoritis membedakan suatu 
norma apakah ia terkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan 
atau bukan. Mengingat terdapat beragam jenis norma hukum selain 
peraturan perundang-undangan, misalnya putusan hakim, perbuatan 
administrasi yang berkategori keputusan administrasi negara 
(beschikking), norma hukum yang berkategori perbuatan keperdataan, 
perjanjian internasional yang belum diratifikasi menjadi undang-undang 
(dalam konteks Indonesia).20 
Ditinjau dari aspek materi muatannya, peraturan perundang-
undangan bersifat mengatur (regeling) secara umum dan abstrak,tidak 
konkrit dan individual seperti keputusan penetapan. Sifat umum dan 
abstrak yang diletakkan sebagai ciri peraturan perundang-undangan 
dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau 
lingkungan yang berwenang yang bersifat individual dan konkret, yakni 
ketetapan atau beschikking. 
c. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;21 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
                                                          
20 Ibid, Hlm 46 
21Lihat Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 
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3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;Peraturan Pemerintah;  
4. Peraturan Presiden;  
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
6. Peraturan Daera Kabupaten/Kota.  
Sementara dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa:22 
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat.   
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan.  
                                                          
22Lihat Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 
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d. Perbedaan dan Persamaan Peraturan Perundang-undangan 
dan Peraturan Kebijakan 
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, peraturan kebijakan 
dan peraturan perundang-undangan hidup berdampingan. Abdul Hamid 
Attamimi mengemukakan: “terdapat dua jenis peraturan yang dapat 
berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undang dan 
peraturan kebijakan”. Hal ini semakin menambah kesulitan dalam 
membedakan antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan. Beberapa persamaan antara peraturan perundang-undangan 
dengan peraturan kebijaksaan, A. Hamid Attamimi menyebutkan unsur-
unsur persamaannya sebagai berikut:23 
a) Aturan yang berlaku umum 
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan 
mempubyai adresat atau subjek norma dan pengaturan 
perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan 
abstrak (algemene regeling atau algemene regel). 
b) Peraturan yang berlaku keluar 
Peraturan perundang-undangan berlaku keluardan ditujukan 
kepada masyarakat umum (naar buiten werkend, too een eider 
gericht), demikian juga peraturan kebijaksanaan berlaku keluar 
dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan. 
 
 
                                                          
23Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 
Hlm. 179 
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c) Kewenangan peraturan yang bersifat umum/publik 
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan 
ditetapkan oleh lembaga/ pejabat yang mempunyai kewenangan 
umum/publik untuk itu. 
Adapun beberapa perbedaan antara peraturan perundang-
undangan dan peraturan kebijaksanaan, A. Hamid Attamimi menyebutkan 
perbedaan-perbedaan sebagai berikut :24 
i. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 
fungsi negara.  
Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan 
oleh rakyat sendiri, oleh wakil-wakil rakyat, atau sekurang-
kurangnya dengan persetujuan wakil rakyat. Kekuasaan 
dibidang perundang-undangan atau kekuasaan legislatif hanya 
diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu, yaitu lembaga 
legislatif (sebagai orga kenegaraan yang bertindak untuk dan 
atas nama negara). 
ii. Fungsi pembentukan peraturan kebijaksanaan ada pada 
pemerintah dalam arti sempit (eksekutif). 
Kewenangan pemerintah dalam arti sempit atau ketataprajaan 
(kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan 
pembentukan peraturan-peraturan dalam rangka 
penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu, kewenangan 
pembentukan peraturan kebijaksanaan yang bertujuan 
                                                          
24Ibid, Hlm.180 
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mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintah senantiasa 
dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahyang 
mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah. 
iii. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan 
materi muatan peraturan kebijaksanaan. 
Peraturan kebijaksanaan mengandung materi muatan yang 
berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan 
dalam arti beschikkingen, kewenangan bertindak dalam bidang 
hukum privat, dan kewenangan membuat rencan-rencana 
(planen) yang memang pada lembaga pemerintahan.sementara 
itu, materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur 
tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti 
mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak 
berbuat yang apabila disertai dengan sanksi pidana atau sanksi 
pemaksa. 
iv. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada 
peraturan kebijaksanaan 
Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan 
membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya 
dapat dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya 
harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau persetujuan 
wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi 
pelanggaran ketentuannya apabila hal itu secara tegas 
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diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijaksanaan 
hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi 
pelanggaran ketentuan-ketentuan lainnya. 
Peraturan-peraturan kebijakan dapat dengan  mudah dibedakan 
dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, format peraturan 
kebijakan lebih sederhana daripada format peraturan perundang-
undangan misalnya pengumuman, surat edaran, dan sebagainya. Dalam 
hubungan dengan hal itu, Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan, 
“tetapi selain itu, kerapkali juga peraturan kebijakan tampil dalam bentuk 
dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, 
petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam 
petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk 
dan format. 
2.1.3 Peraturan Kebijakan 
a. Pengertian Peraturan Kebijakan 
Istilah “peraturan kebijaksanaan” bersumber dari Hukum 
Administrasi Belanda, J.H. Van Kreveld menamakannya “beleidsregel”, 
bestuursregels”, atau “beleidslijnen”. Atau menurut sebutan van der 
Hoeven “pseudo-wetgeving” dan istilah Mannoury “spiegelrecht” istilah-
istilah tersebut dalam kepustakaan Hukum Administrasi Indonesia 
diterjemahkan dengan sebutan : “legislasi semu, peraturan kebijaksanaan 
dan perundang-undangan semu serta peraturan kebijakan”.25 
                                                          
25Arini Nur Annisa, 2014, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah AgungTerhadap Hak 
Uji Materiil Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi 
No.03/E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, Skripsi, 
Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 43 
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Di Inggris Raya dikenal dengan sebutan ”administrative rules” di 
samping istilah “policy rules” dan “Administrative Quasi Legislation” 
sedang di Jerman Barat (sebelum bersatu dengan Jerman Timur) pada 
mulanya digunakan istilah “Verwaltungverordungen” sebagai lawan 
“Rechtsverordnungen”. 
Menurut Philipus M.Hadjon peraturan kebijakan pada hakikatnya 
merupakan produk dari tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten 
gebracht schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan 
tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari 
operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak 
dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. 
Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau 
hukum. Peraturan ini disebut pula dengan istilah psudo-wetgeving/ 
perundang-undangan semu atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).26 
b. Karakteristik Peraturan Kebijakan 
Menurut Laica Marzuki karakteristik peraturan kebijakan ialah :27 
1. Freis Ermessen 
2. Tertulis: surat edaran, surat edaran bersama, pengumuman, 
juklak, dan lain-lain 
3. Bukan bagian dari perundang-undangan 
4. Tidak dapat diajukan ke pengadilan 
                                                          
26Ridwan HR, Op.cit, Hlm. 174 
27Laica Marzuki, dikutip dari Abdul Razak, 2005, Kedudukan dan Fungsi Peraturan 
Kebijakan tentang Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan,Disertasi, 
Program Pascasarjana Unhas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 
Hlm. 34 
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Selanjutnya, adapun 3 (tiga) komponen utama dari peraturan 
kebijakan menurut Laica Marzuki, yakni :28 
1. Komponen Subjektum 
Peraturan Kebijakan (beleidsregel) dibuat badan atau pejabat tata 
usaha negara sebagai perwujudan penggunaan freis ermessen 
(discretionary power) dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu 
mengikat keluar. 
2. Komponen Materi 
Isi peraturan kebijakan (beleidsregel) memuat aturan umum 
(algemene regel) tersendiri yang melampaui cakupan kaidah 
(materalsphara) peraturan perundang-undangan yang dibuatkan 
pengaturan operasional. 
3. Komponen kewenangan (Bavoegheid) 
Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan 
kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan (geen 
bavoegheid to wetgeving) namun secara tidak langsung mengikat kaidah-
kaidah “jurisdische regels”. 
Van Kreveld mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut :29 
1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan 
pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang 
memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu 
tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang. 
                                                          
28Ibid, Hlm. 33 
29Ridwan HR, Op. Cit,  Hlm.177 
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2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian 
keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan 
kewenangan pemerintahan pemerintahan yang bebas terhadap 
warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi 
pemerintahan tersebut. 
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain 
tanpa pernyataan dari individu warga negra mengenai bagaimana 
instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan 
pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga 
negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam 
peraturan itu. 
Tanda Pengenal utama dari “beleidsregels”, pengaturannya tidak 
secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. 
Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari UUD 
dan Undang-Undang kepada pejabat atau badan administrasi negara 
untuk mengeluarkan dan menetapkan “beleidsregel”. Oleh karena itu, Van 
der Hoeven berpandangan bahwa ”beleidsregels” merupakan peraturan 
hukum semu yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi dalam 
praktek penyelenggaraan pemerintahan ia diberlakukan dan dipatuhi 
sebagaimana layaknya peraturan hukum yang sah. 
Dalam pengertian yang sama meskipun dengan bentuk pernyataan 
yang berbeda, Markus Lukman juga mengemukakan beberapa ciri 
peraturan kebijakan. Ciri atau tanda pengenal umum peraturan kebijakan 
menurut Markus Lukman adalah sebagai berikut :30 
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1. Pembentukannya tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-
tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau Undang-
Undang. 
2. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis, bersumber 
pada kewenangan bertindak instansi pemerintah atau hanya 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan 
kepada pejabat atau badan tata usaha untuk atas inisiatif sendiri 
mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur 
ataupun menetapkan. 
3. Redaksi atau isi peraturan bersifat longgar dan umum tanpa 
menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana 
seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan 
bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang 
ditentukan (dikenal) suatu peraturan. 
Bagir Manan juga mengemukakan 6 (enam) ciri peraturan 
kebijakan sebagai berikut : 31 
1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan. 
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan 
kebijaksanaan. 
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3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid 
karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-
undangan untuk membuat keputusaan peraturan 
kebijaksanaan. 
4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freis ermessen 
dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat 
peraturan perundang-undangan. 
5. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan 
pada doelmetegheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas 
umum pemerintahan yang baik. 
6. Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dan jenis 
aturan, yakni keputusan, instuksi, surat edaran, pengumuman, 
dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. 
Sebagaimana yang dikemukakan Van Kreveld syarat yang harus 
dipenuhi peraturan kebijakan, yaitu :32 
a. Tidak dapat bertentangan dengan pengaturan dasar yang 
mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya; 
b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar yang sehat; 
c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis 
teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para 
pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada; 
d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga 
masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang 
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akan dilakukan oleh isntasi yang bersangkutan (kepastian 
hukum formal). 
e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar 
pertimbangannya; 
f. Harus memnuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak 
yang diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, 
kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai 
diingkari. 
c. Bentuk-bentuk Peraturan Kebijakan 
Menurut Van Wijk, ada dua bentuk utama peraturan kebijakan. 
Pertama, peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku bagi pembuat 
peraturan kebijakan itu sendiri. Kedua, peraturan kebijakan yang dibuat 
dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan 
pembuat peraturan kebijakan.33 
Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan 
dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan), 
heit beleid (kebijaksanaan), voorschrifen (peraturan-peraturan), resoluties 
(resolusi-resolusi), aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidnota’s (nota 
kebijaksanaan), reglemen (minstriele) (peraturan-peraturan menteri), 
beschikking (keputusan-keputusan), bekenmakingen (pengumuman-
pengumuman).34 
                                                          
33Bagir Manan & Kuntana Magnar, dikutip dalam Arini Nur Annisa,2014, Tinjauan Yuridis 
Kewenangan Mahkamah AgungTerhadap Hak Uji Materiil Surat Edaran Direktur 
Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No.03/E/31/DJB/2009 tentang Perizinan 
Pertambangan Mineral dan Batubara, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 53-54 
34Ridwan HR, Op. Cit, Hlm. 183 
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Menurut Prof. Abdul Razak bahwa suatu peraturan kebijakan 
memenuhi unsur, yaitu:35 
1. Berdasar pada kewenangan 
2. Tidak memiliki delegasi wewenang perundang-undangan yang 
tegas 
3. Seharusnya tidak mengikat umum 
Bilamana ketiga unsur diatas terpenuhi, maka lahir peraturan 
kebijakan yang sempurna (murni), akan tetapi bilamana tidak terpenuhi 
secara keseluruhan maka tetap dipandang sebagai peraturan kebijakan, 
hanya saja wujudnya tidak sempurna (tidak murni) dan dapat pula disebut 
sebagai quasi beleidsregels. Bagaimanapun keduanya baik peraturan 
kebijakan yang sempurna (murni) maupun yang tidak sempurna (tidak 
murni/quasi beleidsregel), tidak pernah akan disebut sebagai peraturan 
perundang-undangan, melainkan tetap sebagai peraturan kebijakan. 
d. Kekuatan Mengikat Peraturan Kebijakan 
Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan, diantara 
pakar hukum tidak terdapat kesamaan pendapat. Menurut Bagir Manan, 
peraturan kebijakan sebagai “peraturan” yang bukan peraturan 
perundang-undangan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi 
mengandung relevansi hukum.  Alasannya, karena pembuat peraturan 
kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan. Peraturan 
kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada administrasi negara sendiri. 
Jadi yang pertama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam 
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dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana 
Unhas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 163 
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peraturan kebijaksanaan adalah badan atau pejabat administrasi negara. 
Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat 
mengenai secara umum. 
Indroharto berpendapat bahwa “peraturan kebijaksanaan itu bagi 
masyarakat menimbulkan keterikatan secara tidak langsung”. Selain itu 
menurut Hamid Attamimi, “peraturan kebijaksanaan mengikat secara 
umum, karena masyarakat yang terkena peraturan tidak dapat berbuat 
lain, kecuali mengikutinya”. Selanjutnya menurut Marcus Lukman, 
kekuatan mengikat peraturan kebiajaksanaan ini tergantung jenisnya.36 
2.1.4 Surat Edaran Mahkamah Agung 
 Surat edaran menurut Bob Susanto dalam artikel “Pengertian Surat 
Edaran dan Fungsi Surat Edaran Lengkap”: “Surat edaran berupa surat 
resmi yang di berikan atau diedarkan secara tertulis dan diberikan atau 
ditujukkan untuk berbagai pihak”.37  
 Berdasarkan definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa Surat 
Edaran Mahkamah Agung adalah surat edaran berupa surat resmi yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberikan atau diedarkan secara 
tertulis dan ditujukan kepada lingkungan internal Mahkamah Agung. 
 Pada awalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk 
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 
1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah 
Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang 
                                                          
36Ridwan HR, Op. Cit Hlm. 190 
37 Bob Susanto, ”Pengertian Surat Edaran dan Fungsi Surat Edaran Lengkap” diakses 
pada http://www.spengetahuan.com/2016/11/pengertian-surat-edaran-dan-fungsi-
surat-edaran-lengkap.html, diakses pada pukul 20.30 WITA 
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berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di 
bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung 
berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk 
yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan 




2.2.1 Kedudukan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan 
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum di 
Indonesia 
 
Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 
Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan 
Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung 
merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan 
terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan 
maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, 
teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna 
kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan 
surat tersendiri maupun dengan surat edaran. 
Kewenangan membuat SEMA berada di tangan ketua Mahkamah 
Agung dan wakil ketua Mahkamah Agung. Kekuasaan dan kewenangan 
itu dicantumkan pada Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, yang 
berbunyi: 
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Makassar Hlm. 43 
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“Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan 
secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan.” 
 
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 131 Undang-Undang No. 1 
Tahun1950, eksistensi SEMA sejak tahun 1950 memiliki landasan 
legalitas (legality) secara konstitusional sehingga isi maupun petunjuk 
yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh 
Hakim dan Pengadilan. Pada saat sekarang, landasan hukum kekuasaan 
dan kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA diatur pada Pasal 
32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi: 
“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau 
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua 
Lingkungan Peradilan.” 
 
Ketentuan ini secara substansial pada prinsipnya sama dengan yang 
terkandung pada Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950: 
a. Memberi kekuasaan dan kewenangan kepada MA untuk 
mengeluarkan atau menerbitkan SEMA; 
b. Isi yang dituangkan di dalamnya dapat berisi petunjuk, teguran 
atau peringatan maupun perintah; 
c. Bisa berlaku umum untuk semua Lingkungan Peradilan, tetapi 
boleh juga diterbitkan SEMA yang hanya berlaku kepada satu 
Lingkungan Peradilan. 
Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), pada intinya menyatakan bahwa 
peraturan yang salah satunya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui 
keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
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dibentuk berdasarkan kewenangan. Apabila kita melihat kepada pasal 79 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 
2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, 
maka disebutkan bahwa: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang 
ini” dimana penjelasannya berbunyi: “Apabila dalam jalannya peradilan 
terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, 
Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap 
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang 
ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara 
penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-
undang ini”. 
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah 
Dinas Instansi Pemerintah, Surat Edaran adalah naskah dinas yang 
memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan 
mendesak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah 
satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. 
Pada dasarnya SEMA dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan 
(beleidsregel). 
Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA sebenarnya tidak 
dijelaskan hierarki nya, karena dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, 
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UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya seperti yang 
diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya 
dan mengikat dengan syarat selama diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik 
ketatanegaraan SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut secara 
hierarki diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, 
berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa secara sifat SEMA berada 
dibawah undang-undang.  
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa 
kedudukan SEMA dalam tata peraturan hukum di Indonesia tidak 
termasuk dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya 
merupakan suatu peraturan kebijakan (bleidsregel) karena berdasarkan 
syarat suatu peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang dimana mengatur bahwa : 
“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan 
oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.39 Sedangkan, 
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SEMA tidak memuat unsur “mengikat secara umum” yang dimana SEMA 
adalah surat edaran berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agung yang diedarkan secara tertulis dan diberikan atau ditujukan kepada 
lingkungan internal Mahkamah Agung.  
Selain itu juga, menurut Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H ada 9 
karakteristik suatu norma hukum dapat dikategorikan sebagai suatu 
peraturan perundang-undang, yaitu : 
1. Mengatur perilaku para subjek hukum yang bersifat imperatif 
yakni, hak, kewajiban, kewenangan, tugas, fungsi, serta 
larangan yang berimplikasi pada ancaman sanksi (perdata 
dan/atau pidana dan/atau administratif) serta yang bersifat 
fakultatif yaitu yang bersifat kebolehan/menambah; 
2. Berlaku ke dalam dan ke luar dalam rangka pemenuhan hak 
asasi manusia; 
3. Bersifat mengikat (mengikat umum atau impersonal dari segi 
subjeknya); 
4. Objek yang diaturnya bersifat abstrak dan/atau konkrit; 
5. Melambagakan suatu tatanan nilai-nilai hukum tertentu yang 
bersifat intrinsik; 
6. Menentukan atau memastikan segi waktu keberlakuannya, yaitu 
bersifat terus-menerus atau untuk waktu tertentu saja tapi tidak 
einmaghlig; 
7. Menentukan atau memastikan segi tempat keberlakuannya, 
yaitu bersifat teritorialistik; 
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8. Menentukan atau memastikan mekanisme atau prosedur 
pembentukannya sesuai dengan dasar pembentukannya yang 
di dalamnya memuat pila organ pelaksana/penegaknya; 
9. Menentukan dan memastikan dasar validitas pembentukannya 
dari norma hukum yang membentuknya (aspwk hierarkis) serta 
dana penegakannya. 
Ke sembilan karakteristik di atas mutlak terpenuhi secara teoritis 
dalam suatu norma hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, karakteristik peraturan perundang-
undangan tersebut dapat menjadi dasar teoritis membedakan suatu 





TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS  
PERMASALAHAN KEDUA 
 
3.1 Tinjauan Pustaka  
3.1.1 Peninjauan Kembali 
Mengenai ketentuan tentang pemeriksaan sebagai akibat adanya 
upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan kembali, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 132 yang menyebutkan sebagai berikut :40 
1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung. 
2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.  
Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
menunjuk pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahakamh Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
                                                          
40Zairin Harahap, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi,  
Cetakan Ke VIII, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 196 
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Undang No. 3 Tahun 2009 yang menentukan bahwa dalam pemeriksaan 
peninjauan kembali, perkara yang diputus oleh pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan 
kembali yang terdapat dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.41 
a. Alasan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali 
Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 disebutkan alasan-alasan 
mengajukan permohonan peninjauan kembali:42 
1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus 
atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim 
pidana dinyatakan palsu; 
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti 
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa 
tidak dapat ditemukan; 
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih 
daripada yang dituntut; 
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus 
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 
                                                          
41R. Wiyono, 2007, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinara Grafika 
Offset, Hlm. 185 
42 Zairin Harahap, Op.cit, Hlm. 196 
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5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenal suatu soal 
yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama 
tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu 
dengan yang lain; 
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim 
atau suatu kekeliruan yang nyata. 
Dari ketentuan Pasal 67 UU No. 14 tahun 1985 di atas, jelaslah 
bahwa alasan-alasan untuk mengajukan pemeriksaan peninjauan 
kembali terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap bersifat limitatif. Dengan demikian, pemohon pemeriksaan 
peninjauan kembali tidak dapat mengajukan alasan-alasan lain diluar 
alasan-alasan yang tertera dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 
diatas. 
b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjaun Kembali 
Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali 
pada dasarnya menurut Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 adalah 180 
(seratus delapan puluh) hari, hanya cara melakukan perhitungannya 
berbeda-beda sesuai dengan alasan mana yang digunakan pemohon 
sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985:43 
1. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu 
muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para 
pihak yang berperkara; 
                                                          
43Zairin Harahap, Op.cit, Hlm.197 
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2. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, 
yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakn di bawah 
sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
3. Yang disebut pada huruf c,d, dan f sejak putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para 
pihak yang berperkara; 
4. Yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan 
bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah 
diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 
c. Pemohon Peninjauan Kembali 
Berdasarkan Pasal 68 UU No 14 Tahun 1985 dapat diketahui 
bahwa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan 
kembali adalah para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau 
seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila 
selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, pemohon 
tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selanjutnya dalam Pasal 70 
dan 71 disebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh 
pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama. Permohonan tersebut diajukan 
secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang 
dijadikan dasar permohonan itu dfan dimasukkan di kepaniteraan dari 
pengadilan yang disebutkan di atas.44 
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3.1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang 
Peninjauan Kembali (PK) 
Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 6 Maret 2014 
mengeluarkan Keputusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang 
biasa disebut dengan KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 karena membatasi Peninjauan Kembali oleh terdakwa hanya 
sekali. Dengan alasan keadilan, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 
tersebut, yang merugikan kedudukan Pemohon yang dalam hal ini ialah 
Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty dan Ajeng oktarifka Antasariputri. Putusan 
Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi ketiga pemohon untuk 
melakukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali dari 
Mahkamah Agung. Pengajuan uji materil ke Mahkamah Konstitusi 
dilakukan pada tanggal 25 April 2013. Dengan hanya diijinkan sekali 
mengajukan Peninjauan Kembali, maka menjadi rintangan bagi para 
pemohon untuk mengajukan lagi Peninjauan Kembali terkait kasus yang 
menimpanya. Menurut pemohon pada waktu itu, ia sudah mempunyai 
bukti baru dan kuat. Putusan ini menyiratkan bahwa Peninjauan Kembali 
dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang memenuhi syarat yang 
ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Berikut kutipan Putusan Mahkamah 
Konstitusi bernomor 34/PUU-XI/2013: “Mengabulkan permohonan 
pemohon untuk seluruhnya. Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
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mengikat.” Pada dasarnya, pemohon dalam perkara ini hanya meminta 
diperbolehkannya PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang 
ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan 
baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) 
KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang 
dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang 
diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat 
pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan 
sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan 
itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Mahkamah Konstitusi 
berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara 
historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi 
kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang 
berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip 
kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan 
upaya hukum biasa itu, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum 
yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. 
3.1.3 Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah 
Konstitusi 
Secara harfiah, frase “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan 
makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase 
“final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan 
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(pekerjaan, pertandingan). Sedangkan frase “mengikat” berarti 
menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase 
“final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir 
dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau 
menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.45 
Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat 
dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup bagi segala 
kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi 
atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam 
sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum 
(binding). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final…dst”. 
Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki 
kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam 
persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk 
dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain 
yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (justiciable). 
3.1.4 Landasan Hukum Pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
dalam upaya memberikan petunjuk bagi para hakim dalam menangani 
perkara permohonan Peninjauan Kembali yaitu SEMA No. 7 Tahun 2014. 
                                                          
45Ahsan Yunus, 2011, Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 73 
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Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang 
Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 
Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah 
naungan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia.Penerbitan surat edaran 
tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal 
peninjauan kembali khusus perkara pidana saja.  
Dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 merupakan tindaklanjut 
dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan 
Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali 
dengan membatalkan Pasal 268 ayat ( 3) KUHAP yang hanya boleh 1 
(satu) kali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali walaupun 
ditemukan-nya novum baru. Atas dasar demi terwujudnya kepastian 
hukum, melalui Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung memberikan 
petunjuk mengenai Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang 
ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan yang berada di bawah 
naungan Mahkamah Agung.   
SEMA No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan 
peninjauan kembali khusus dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) 
kali. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan lebih dari 1 (satu) 
kali hanya dibolehkan dengan alasan apabila ada suatu objek perkara 
terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling 
bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dalam perkara 
perdata maupun perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam SEMA 
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No. 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali 
yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut agar dengan penetapan 
Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat 
diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung 
sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009.  
Jika dilihat landasan pemberlakuannya, SEMA No. 7 Tahun 2014 
memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 
14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.   
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Terhadap putusan peninjauan 
kembali tidak dapat dilakukan  peninjauan kembali.”  
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 
2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan:  “Permohonan 
peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.   
Kedua pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa permohonan 
Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana tidak boleh diajukan untuk 
kedua kalinya karena tidak kenal istilah Peninjauan Kembali terhadap 
putusan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan 
Kembali dalam perkara pidana yang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali 
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saja. Terpidana yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan baik di 
tingkat pertama, banding maupun kasasi dan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali dalam upaya mencari 
keadilan melalui Peninjauan Kembali.   
Mahkamah Agung menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan 
Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali yang mencabut Pasal 268 
ayat (3) KUHAP tidak serta merta menghapus norma hukum yang 
terdapat  dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Atas dasar 
itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya menyatakan bahwa 
permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 
(satu) kali.  
3.1.5 Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 
SEMA No. 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan Kembali hanya 
boleh 1 (satu) kali memunculkan polemik regulasi karena telah 
menghidupkan kembali frasa yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) 
KUHAP yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
34/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Namun, Mahkamah Agung 
menegaskan bahwa pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak 
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melanggar atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
34/PUU-XI/2013.   
Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 
mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP.  Mengenai Pemberlakukan SEMA 
tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 
5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.   
Kedua frasa pasal yang dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah 
Agung tersebut mendeskripsikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali 
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak dapat dilakukan 
Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Jika 
disandingkan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Peninjauan 
Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, terdapat 
kesamaan frasa yaitu sama-sama membatasi permohonan Peninjauan 
Kembali hanya 1 (satu) kali. Artinya, ketiga materi pasal tersebut 
menjelaskan hal yang sama mengenai pengaturan Peninjauan kembali 
yang hanya boleh 1 (satu) kali.   
Secara otomatis, dikarenakan memiliki materi pengaturan yang 
sama, materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi juga ikut membatalkan materi Pasal 24 ayat (2) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-
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Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.  
Surat edaran tidak termasuk dalam jenis  peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Materi muatannya pun tidak seperti halnya materi 
muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dapat 
digolongkan ke dalam produk hukum yang bersifat mengatur (regeling) 
seperti halnya peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan daya ikat karena 
putusannya bersifat final and binding. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 
membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki 
kekuatan yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, SEMA 
tidak boleh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.  
 
3.2 Analisis 
3.2.1 Keberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 dalam Proses Peninjauan 
Kembali 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana pada 
dasarnya lahir sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan 
ketentuan pasal 268 Ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya 
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dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK 
dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa 
batasan. Berikut kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 
34/PUU-XI/2013: “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 
Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat.”  
Dalam pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA No. 7 Tahun 2014 
dinyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 
(3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 
jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU 
Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman tetapi hanya mengatur 
PK pada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. 
Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final…dst”. 
Maka hal tersebut mengimplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi 
bersifat final dan mengikat (binding) . Putusan final diartikan bahwa tidak 
ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Olehnya itu, putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara 
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umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan 
tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat juga pihak-pihak 
tertentu yang merasa keadilannya dirugikan akibatnya. 
Sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya 
telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum 
setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan 
tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan 
mengikat secara hukum (binding).  
Selain itu juga, putusan final dan mengikat MK diatur dalam pasal 
10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang 
Mahkamah Kontitusi yang menyatakan bahwa : 
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”.  
 
Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki 
kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam 
persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk 
dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain 
yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (justiciable). 
Mengenai Pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 mengacu pada 
Pasal 24 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 
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sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
2009 tentang Mahkamah Agung.   
Kedua frasa pasal yang dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah 
Agung tersebut mendeskripsikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali 
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak dapat dilakukan 
Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Pasal 66 Ayat 
(1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 
Agung  telah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstutusi dengan 
putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan permohonan 
pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (1) UU MA tidak 
dapat diterima. Dan pengujian konstitusionalitas Pasal 24 Ayat (2) UU 
Kekuasaan Kehakiman juga telah diajukan dengan putusan Nomor 
34/PUU-XI/2013 dengan amar putusan yang menyatakan “mengabulkan 
permohonan pemohon seluruhnya. Pasal 268 Ayat (3) KUHAP 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Oleh karena kedua pasal tersebut, materi muatannya sama 
dengan permohonan pemohon terkait persoalan peninjauan dalam Pasal 
268 Ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
secara otomatis juga ikut membatalkan materi Pasal 24 Ayat (2) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 
14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
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Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga 
pembentukannya cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa 
terhadap SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan 
Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
keberlakuannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena pada 
dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013, amar 
putusannya menyatakan bahwa Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Sehubungan dengan itu, berarti SEMA No. 7 Tahun 2014 juga tidak 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
uraikan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kedudukan SEMA dalam tata peraturan hukum di Indonesia tidak 
termasuk dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya 
merupakan suatu peraturan kebijakan (bleidsregel) karena 
berdasarkan syarat suatu peraturan perundang-undangan dalam 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 SEMA tidak 
memuat unsur “mengikat secara umum” yang dimana SEMA 
adalah surat edaran berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung yang diedarkan secara tertulis dan diberikan 
atau ditujukan kepada lingkungan internal Mahkamah Agung.  
2. Keberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat karena bukan merupakan peraturan perundang-
undangan melainkan peraturan kebijakan (beleidsregel). Dan jika 
dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki 
daya ikat karena putusannya bersifat final dan  binding yang 
kewenangannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 
undang-undang, dapat dikatakan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 
berada di bawah putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-
XI/2013 dan keberlakuannya tidak mengikat secara hukum. Oleh 
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karena itu, seharusnya SEMA tidak boleh bertentangan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam 
membuat keputusannya mengenai pengajuan permohonan 
peninjauan kembali harusnya berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis merumuskan 
saran sebagai berikut: 
1. Munculnya kontroversi terhadap terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 
semestinya dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk 
mengevaluasi keputusannya. 
2. Mahkamah Agung seharusnya menindaklanjuti dan menjalankan 
apa yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.34/PUU-XI/2013, karena pada dasarnya secara sifat SEMA 
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